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Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil tidak dikenal pemisahan kekuasaan Presiden
sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). Oleh karenaiitu,
praktik pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan atas dasar pertimbangan
pemisahan kekuasaan Presiden sebagai head of state dan head of government merupakan hal yang
berkontradiksi (contradictio in terminis) dengan konsep negara dengan sistem pemerintahan presidensiil.
Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep pemisahan yang
dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet jika dikaitkan dengan fungsi
jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dan bagaimanakah paradigma dan
format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi Presiden sebagai penyelenggara
kekuasaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil.

Hasil penelitian dalam tesisini menunjukkan bahwa konsep pemisahan yang dilakukan terhadap
Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tidak relevan dengan fungsi jabatan yang dimiliki
Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil karena pemisahan itu semata-mata hanya didasari
kepentingan politik Presiden dan hanya mengakibatkan dualisme kepemimpinan. Seharusnya, paradigma
yang tepat adalah Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kekuasaan pemerintahan
negara yang bersifat inheren (dwitunggal) sehingga format kelembagaan yang baik dan tepat guna
mendukung tugas dan fungsi pemberian layanan dan dukungan kepada Presiden ialah dengan
menggabungkan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menjadi suatu sekretariat baru
bernama Sekretariat Presiden dan kedudukannya perlu diatur dalam suatu Undang-Undang tentang L embaga
Kepresidenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Jenis data yang
digunakan merupakan data sekunder yang dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data
yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

...... In the country having the presidential government system, the separation of the President’ s power as the
head of state and as the head of government is not recognized. Therefore, the separation practice of the State
Secretariat and the Cabinet Secretariat done based on the consideration of the separation of the President’s
power as the head of state and as the head of government is something contradictory (contradictioin
terminis) to the state concept with the presidential government system. The issues which become the study
in this research are how the separation concept is done towards the State Secretariat Ministry and Cabinet
Secretariat if it isrelated to the position function owned by the President in the presidential government
system and what the good and right institutional paradigm and format are in order to support the duties and
functions of the President as the government power executor in the presidential government system.
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The research result in this thesis shows the separation concept done towards the State Secretariat Ministry
and the Cabinet Secretariat is not relevant with the position function owned by the President in the
presidential government system because the separation is merely based on the President’ s political interest
and it only causes the leadership double standards to appear. The appropriate paradigm should be that the
President is the government executor having the inherent state government power so that the good and right
institutional format in order to support the duties and functions providing service and support to the
President is by combining the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat to become anew
secretariat named the President Secretariat and its position needs to be governed in aLaw on Presidential
Institutions. This research uses the normative law research method with the laws and regulations approach,
the historical approach, and the case approach. The kind of data used is secondary data done through the
document study or library research. The data obtained from the library research were analyzed descriptively
and qualitatively.



